WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 2L TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KOTA PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan situasi
dan kondisi dilapangan dalam  pelaksanaan
Pembatasan Sosial Berskala Besar, perlu dilakukan
perubahan terhadap Peraturan Walikota Nomor 14
Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial
Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (covid-19) Di kota pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, tambahan lembaran
negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4187);

3. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 Tentang
Penanggulangan Bencana; (Lembaran Negara RI
Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 4823);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, tambahan lembaran negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor & Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, tambahan
lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6236);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3373);

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1991 tentang
Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3447),

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi
Tertentu; (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 34);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020
tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar
Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor HK.01.07/Menkes/ 104 /2020 tentang
Penetapan Infeksi Novel Corona Virus {Infeksi 2019-
nCoV) Sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan
Wabah dan Upaya Penanggulangannya;

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor HK.01.07/MENKES/260/2020 tentang
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MENETAPKAN

17.

18.

Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di
Wilayah Kota Pariaman Dalam Rangka Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor HK.01.07/MENKES/260/2020 tentang
Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di
Wilayah Kota Pariaman Dalam Rangka Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Keputusan Walikota Pariaman Nomor 124/360/2020
tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana
Wabah Penyakit Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) Di Kota Pariaman,

MEMUTUSKAN :

: PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 14
TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL
BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS

DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA PARIAMAN.

Pasal |

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Pariaman Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (covid-19)( Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 14) diubah sebagai

berikut :

1. Ketentuan huruf a ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga keseluruhan Pasal
12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (3) huruf a, meliputi kegiatan penyediaan, pengolahan, penyaluran
dan/atau pengiriman:

a. bahan pangan/makanan/minuman;

energi;

c. komunikasi dan teknologi informasi;

d. keuangan, perbankan dan sistem pembayaran; dan/atau

e. logistik.

(2) Pemenuhan kebutuhan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 ayat (3) huruf a, meliputi :

a. penyediaan barang retail di

1. pasar kurai taji dan pasar pariaman, dengan jam operasi mulai
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dari pukul 06.00 sampai dengan 16.00 WIB;

2. toko swalayan, berjenis minimarket, dan toko khusus baik yang
berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan,
dengan jam operasi mulai dari pukul 09.00 sampai dengan 22.00
WIB; atau

3. toko/warung kelontong dengan jam operasi mulai dari pukul
09.00 sampai dengan 22.00 WIB.

b. jasa binatu (laundry).

(3) Dalam  melayani pemenuhan  kebutuhan penduduk selama
pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
pelaku usaha wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan sebagai
berikut:

a. Mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak
jauh dengan fasilitas layanan antar;

b. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli
konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;

c. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha;

d. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan
konsumen yang memasuki pasar/ toko serta memastikan karyawan
yang bekerja tidak sedang mengalami demam ringan atau sakit;

e. mewajibkan pembeli menggunakan masker;

f menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen (physical
distancing) yang datang ke pasar/toko paling sedikit dalam rentang 1
(satu) meter;

g mewajibkan setiap karyawan untuk menggunakan masker dan
pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
dan

h. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau
pembersih tangan (hand sanitizer) termasuk menyediakan fasilitas
cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen dan
karyawan.

2. Ketentuan Pasal 30 ditambah satu ayat yaitu ayat (4), sehingga
keseluruhan Pasal berbunyi :

Pasal 30

(1) Penegakan hukum dalam rangka pelaksanaan Peraturan Walikota ini
dilakukan oleh Gugus Tugas Tingkat Kota dan/atau Penyidik PPNS.



(2) Kewenangan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a.

melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga
masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan
pelanggaran atas Peraturan Walikota ini, seperti membubarkan
kerumunan dan/atau keramaian, yang bertujuan untuk melindungi
masyarakat dari penyebaran dan penularan Covid-19;

menindak warga masyarakat yang tidak menggunakan masker
dengan tidak memperbolehkan beraktifitas di luar rumah;

menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang
mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat,

aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran
atas Peraturan Walikota ini; dan

. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat,

aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas
Peraturan Walikota ini, berupa:
1. teguran lisan,;
. peringatan;
. catatan Kepolisian terhadap para pelanggar.
. penahanan kartu identitas;
. pembatasan/penghentian/pembubaran kegiatan;
. penyitaan sementara peralatan dan perlengkapan;
. penutupan sementara/penyegelan;
. pembekuan izin; dan
. pencabutan izin.
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(3) Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan
kepada etika dan moral serta dengan berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang- undangan.

(4) Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dapat menugaskan PPNS
dalarn melaksanakan Penegakan hukum sebagaimana dimaksud ayat

(2).

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 2 Juvmt 2020
WALIKOTA PARIAMAN //

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 2 Juni o0
Pj. SEKRETARIS DA

PARIAMAN

HGENIUS UMAR /*

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2020 NOMOR 14
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